BAB I

STUDI PUSTAKA

A.Tinjauan Pustaka
1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai sejumlah keputusan yang dibuat oleh pihak
yang bertanggungjawab dalam bidang kebijakan untuk membuat keputusan
atau bertindak atas suatu permasalahan. Kebijakan dapat disusun dalam
semua tingkatan dari paling bawah sampai pusat dari swasta maupun negara
(Buse et al.,2005 : 128).

Kebijakan atau “policy” secara umum digunakan untuk menunjukkan
perilaku seorang aktor dari munculnya kebijakan misalnya seorang pejabat,
organisasi maupun lembaga atau sejumlah aktor dalam bidang tertentu
(Winarno B, 2012).

Implementasi kebijakan diartikan sebagai suatu perbedaan antara yang
diinginkan arsitek kebijakan dan hasil akhir dari sebuah kebijakan atau yang
terjadi antara harapan kebijakan dan hasil kebijakan. Proses pelaksanaan
kebijakan dari pembuat kebijakan untuk direalisasikan oleh pihak-pihak lain
untuk mempengaruhi agenda kebijakan (Buse et al., 2005:128).

Implementasi kebijakan adalah tahap krusial dalam proses kebijakan itu
sendiri. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai
dampak atau mencapai tujuan yang diingankan. Menurut van Meter dan van
Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang

dilakukan individu — individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah



untuk mencapai tujuan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. (Winarno B,

2012:32)

Teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

memfokuskan diri pada aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk

menjalankan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi

kebijakan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh aktor pelaksana saja nhamun

ada banyak variabel yang mempengaruhi. Beberapa variable dapat kita lihat

dari beberapa teori implemetasi kebijakan antara lain :

a. Model Edward lll

Menurut Edward Il menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh

empat variable, yaitu :

(1)

(2)

Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-
tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung
jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan
tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat
dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran
dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors
mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan dari kebijakan itu.
Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius
mempengaruhi implementasi kebijakan. (Mulyono, 2009)

Sumber daya

Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para
pelaksana, informasi yang relevan dan cukup  untuk

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber



terkait dengan pelaksanaan program, adanya kewenangan yang
menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang
diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat
dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana

prasarana. (Mulyono, 2009)

(3) Disposisi atau sikap

(4)

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah
sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi
dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati,
tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan
maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.
Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program
dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan
pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas
program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang
mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama,
suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping
itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para
pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total
dalam melaksanakan kebijakan. (Mulyono, 2009)

Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola
hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif
yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa

yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumber daya



cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor
mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal
apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang

diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. (Mulyono, 2009)

b. Model Van Metter dan Van Horn

Menurut Van Metter dan Horn, lima variable yang mempengaruhi

implementasi kebijakan antara lain:

(1)

(2)

Standar dan sasaran kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya
dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan
sosiokultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Untuk mengukur
kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan
sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan, kinerja
kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas Tingkat
ketercapaian standar dan sasaran tersebut. (Witaradya, 2010)
Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari
kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia
merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan
keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Selain sumber daya
manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan
penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kurangnya atau
terbatasnya dana dalam implementasi kebijakan merupakan
sumbangan terbesar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

(Witaradya, 2010)
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3)

(4)

()

Karakteristik organisasi pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan
organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian
kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan
sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para
agen pelaksananya. (Witaradya, 2010)

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan.
Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van
Horn dan Van Mater, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami
oleh para individu (implementors) yang bertanggung jawab atas
pencapaian standar dan tujuan harus dikomunikasikan dengan para
pelaksana. Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada
para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan
harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika
tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu
standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan
kebijakan akan sulit dicapai.(Witaradya, 2010)
Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi
kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong
keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan

kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi
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kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

(Witaradya, 2010)

2. Konsep Efektivitas

Katz dan Kahn (Steers 1985 : 8) mendefinisikan efektivitas sebagai usaha
mencapai keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara, di sini ada
dua faktor yang di anggap paling penting dalam penentuan efektivitas. Pertama
konsep efisiensi, yakni sebagai perbandingan antara masukan, keluaran, energi,
dan mengajukan argumentasi bahasa penyelesaian atau pemecahan ekonomis
dan teknis dalam masalah organisasi. Kedua efektivitas politis, yakni sebagai
usahausaha jangka pendek untuk memaksimalkan keuntungan untuk organisasi
melalui transaksi dan pertukaran yang menguntungkan baik dengan para
anggota organisasi atau dengan pihak luar organisasi.

Menurut Prihartono (2012 : 37), efektivitas diartikan sebagai tingkat
keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran diartikan sebagai keadaan atau
kondisi yang diinginkan. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan terbaik
antara input dan output, atau sering disebut ratio input dan output. Menurut
Richard M. Steers (1985), efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu
pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit
keluaran (output). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat
diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Melalui beberapa kriteria yang telah disebutkan tadi, menjelaskan bahwa pada
dasarnya pelaksanaan suatu program juga merupakan suatu proses belajar bagi

para pelaksana sendiri. Selain itu juga proses pelaksanaan program yang
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dilakukan pemerintah semestinya mengarah ke peningkatan kemampuan
masyarakat dan juga dipandang sebagai usaha penyadaran masyarakat.

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan sebuah organisasi sangat
perlu untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana langkah efesiensi
dilakukan dalam organisasi tersebut. Keberhasilan organisasi pada umumnya
diukur dengan konsep efektivitas, namun banyak terdapat perbedaan dari para
pakar yang menggunakannya. Sebab utamanya adalah tidak adanya kesamaan
pendapat karena banyaknya ukuran efektivitas yang dapat digunakan.

Selain itu terdapat beberapa pengukuran efektivitas kebijakan publik.
Bryant dan White dalam Wibawa, dkk (1994:65) mengusulkan beberapa kriteria
selain tujuan dan target untuk dapat mengukur efektivitas implementasi program
sebagai berikut :

a. Waktu pencapaian.

b. Tingkat pengaruh yang digunakan.

c. Perubahan perilaku manusia.

d. Pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan proyek.

e. Tingkat kesadaran manusia akan kemampuan dirinya.

Selanjutnya Steers (Sutrisno, 2010 : 133), mengemukakan pendapat
bahwa hal terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara
serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan, yaitu :

a. Optimalisasi tujuan.
Dengan rancangan optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan
dikenalinya bermacam-macam tujuan, meskipun tampaknya saling

bertentangan. Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu
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dinilai menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai
tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sma lain saling berkaitan.
b. Perspektif sistem.
Menggunakan sistem terbuka maka perhatian lebih diarahkan pada
persoalan-persoalan mengenai saling hubungan, struktur, dan saling
ketergantungan satu sama lain. Dalam sistem ini mencakup 3
komponen utama yaitu input, output, dan proses. Sebagai sistem, suatu
organisasi menerima input dari lingkungannya kemudian
memprosesnya, dan kemudian memberikan output pada lingkungannya.
Tanpa adanya input dari lingkungannya maka tidak akan ada output
kepada lingkungannya dan otomatis maka suatu organisasi akan mati.
c. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisi.
Perilaku manusia dalam organisasi digunakan karena atas dasar
ralitanya bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu
menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya. Karena faktor manusia
itulah suatu organisasi dapat efektif atau bias menjadi tidak efektif.
Menurut Riant Nugroho (2012:107) pada dasarnya ada “lima tepat” yang
perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:
a. Tepat Kebijakan
Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah
bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak
dipecahkan. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut
sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak

dipecahkan. Sisi ketiga adalah, kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga
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yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan
karakter kebijakannya.

b. Tepat Pelaksanaan.
Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah saja. Ada tiga
lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama
antara pemerintah pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi
kebijakan yang diswastakan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli
sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat
memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah
bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan
masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat.

c. Tepat Target.
Ketepatan disini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, target yang
diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada
tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan
dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, target tersebut dalam kondisi
siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, intervensi implementasi
kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi
kebijakan sebelumya.

d. Tepat Lingkungan.
Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan
dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi
di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan
lembaga lain yang terkait. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan

yang terdiri atas public opinion, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan
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implementasi kebijakan; interpretive instution yang berkenaan dengan
interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media
massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam
menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan; individuals,
yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting
dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.
e. Tepat Proses.

Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses,
yaitu : 1) Policy acceptance. Di sini publik memahami kebijakan sebagai
sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain
pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus
dilaksanakan. 2) Policy adoption. Di sini publik menerima kebijakan
sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi
lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus
dilaksanakan. 3) Strategic readiness. Di sini publik siap melaksanakan
atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap

menjadi pelaksana kebijakan.

3. Diabates Melitus Tipe 2
Diabetes Mellitus Tipe 2 adalah suatu penyakit atau gangguan metabolik
dengan Kkarakteristik kenaikan kadar gula darah yang disebabkan oleh
penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas atau resistensi insulin
(Departemen Kesehatan RI, 2005). Sedangkan menurut “American Diabetes

Assosiation (ADA) bahwa diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang
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memiliki karakteristik hiperglikimia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin,
gangguan kerja insulin atau keduannya”. (Hastuti, 2008).

Berdasarkan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) bahwa
diagnosis DM ditentukan oleh pemeriksaan kadar glukosa darah. Kadar glukosa
darah sewaktu dan glukosa darah puasa sebagai patokan penyaring dapat
dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 1

Kadar glukosa darah sewaktu dan puasa sebagai patokan penyaring

Bukan | Belum Pasti | DM
DM DM
Kadar glukosa | Plasma <100 100-199 =200
darah sewaktu | Vena
(mgydl) Darah <90 90-199 2200
Kapiler
Plasma <100 100-125 =126
Kadar glukosa | Vena
darah puasa | Darah <90 90-109 2110
(mg/dl) Kapiler

Sumber: Rudijanto, Yuwono et al. (2015).

Diabetes Mellitus Tipe 2 merupakan gangguan heterogen akibat
kombinasi faktor genetik yang terkait dengan sekresi insulin yang terganggu,
resistensi insulin dan faktor lingkungan. Diabetes Mellitus Tipe 2 adalah bentuk
umum dari idiopatik diabetes dan ditandai oleh kurangnya kebutuhan akan
insulin untuk mencegah ketoasidosis. Hal ini merupakan bukan gangguan
autoimun dan gen kerentanan yang mempredisposisi diabetes mellitus tipe 2

belum teridentifikasi pada kebanyakan pasien (Sari, 2016).
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a. Patofisiologi Penyakit Diabetes Milletus Tipe 2

Kondisi yang berperan dalam patofisiologi diabetes mellitus tipe 2
adalah resistensi insulin, disfungsi sel B pankreas dan gangguan sekresi
insulin. Resistensi insulin adalah suatu kondisi dimana sel tubuh tidak
mampu menggunakan gula darah dengan baik karena sel tidak mampu
merespon insulin. Faktor pemicu terjadinya resistensi insulin adalah
obesitas, kurang olahraga dan penuaan. Defisiensi fungsi insulin pada
penderita diabetes mellitus tipe 2 bersifat relatif dan absolut (Fatimah, 2015).

Perkembangan diabetes mellitus tipe 2 dimulai oleh sel B pankreas
memperlihatkan adanya gangguan pada sekresi insulin fase pertama yaitu
sekresi insulin gagal mengkompensasi resistensi insulin. Apabila tidak
ditangani dengan baik, maka perkembangan selanjutnya akan terjadi
kerusakan sel-sel B pankreas. Kerusakan sel-sel B pankreas akan terjadi
secara progresif yang akan menyebabkan defisiensi insulin,sehingga
penderita memerlukan insulin eksogen (Fatimah, 2015)

b. Tanda dan Gejala Penyakit Diabetes Milletus Tipe 2

Gejala diabetes melitus dibedakan menjadi akut dan kronik. Gejala
akut diabetes melitus yaitu : poliphagia (banyak makan), polidipsia (banyak
minum), poliuria (sering kencing di malam hari), nafsu makan bertambah
namun berat badan turun dengan cepat (5-10 kg dalam waktu 2-4
minggu),serta mudah lelah. (Fatimah, 2015)

Gejala kronik diabetes melitus yaitu : kesemutan, kulit terasa panas
atau seperti tertusuk tusuk jarum, rasa kebas di kulit, kram, kelelahan,
mudah mengantuk, pandangan mulai kabur, gigi mudah goyah dan mudah

lepas, kemampuan seksual menurun bahkan pada pria bisa terjadi
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impotensi, pada ibu hamil sering terjadi keguguran atau kematian janin
dalam kandungan atau dengan bayi berat lahir lebih dari 4kg. (Fatimah,
2015)
c. Faktor Risiko Diabetes Mellitus Tipe 2

Peningkatan jumlah penderita DM yang sebagian besar DM tipe 2,
berkaitan dengan beberapa faktor yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah,
faktor risiko yang dapat diubah dan faktor lain. Menurut American Diabetes
Association (ADA) bahwa DM berkaitan dengan faktor risiko yang tidak
dapat diubah meliputi riwayat keluarga dengan DM (first degree relative),
umur 245 tahun, etnik, riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir bayi
>4000 gram atau riwayat pernah menderita DM gestasional dan riwayat lahir
dengan berat badan rendah (<2,5 kg). Faktor risiko yang dapat diubah
meliputi obesitas berdasarkan IMT = 25kg/m2 atau lingkar perut 280 cm
pada wanita dan 290 cm pada laki-laki, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi,
dislipidemi dan diet tidak sehat. (Fatimah, 2015)

d. Komplikasi Diabetes Melitus Tipe 2

Diabetes yang tidak terkontrol dengan baik akan menimbulkan
komplikasi akut dan kronis. Menurut PERKENI komplikasi DM dapat dibagi
menjadi dua kategori, yaitu : (Hastuti, 2008)
1) Komplikasi akut

e Hipoglikemia, adalah kadar glukosa darah seseorang di bawahnilai

normal (< 50 mg/dl). Hipoglikemia lebih sering terjadi pada penderita

DM tipe 1 yang dapat dialami 1-2 kali per minggu, Kadar gula darah

yang terlalu rendah menyebabkan sel-sel otak tidak mendapat pasokan

energi sehingga tidak berfungsi bahkan dapat mengalami kerusakan.
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e Hiperglikemia, hiperglikemia adalah apabila kadar gula darah
meningkat secara tiba-tiba, dapat berkembang menjadi keadaan
metabolisme yang berbahaya, antara lain ketoasidosis diabetik, Koma
Hiperosmoler Non Ketotik (KHNK) dan kemolakto asidosis.

2). Komplikasi Kronis

e Komplikasi makrovaskuler, komplikasi yang umum berkembang pada
penderita DM adalah thrombus pada pembuluh darah otak
(pembekuan darah pada sebagian otak), mengalami penyakit jantung
koroner (PJK), gagal jantung kongetif, dan stroke.

o Komplikasi mikrovaskuler, seperti nefropati diabetik, retinopati diabetik,
neuropati diabetik, luka/ulkus diabetik hingga terjadinya amputasi.

e. Kriteria Pengendalian DM
Kriteria pengendalian didasarkan pada hasil pemeriksaan kadar
glukosa, kadar HbA1c, dan profil lipid. Definisi DM yang terkendali baik
adalah apabila kadar glukosa darah, kadar lipid dan HbA1c mencapai kadar
yang diharapkan, serta status gizi dan tekanan darah mencapai target yang

ditentukan.
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Tabel 2. Sasaran pengendalian Diabetes Melitus

Parameter Sasaran
IMT (kg/m2) 18,56 -22,9
Tek.darah Sistolik (mmHg) <140
Tek Darah Diastolik (mmHg) <90
HbA1c (%) < 7 atau individual
Glukosa darah prepandail kapiler (mg/dl) 80-130
Glukosa darah 2 jam pp kapiler (mg/dl) <180
Kolesterol LDL (mg/dl) <100

< 70 jika resiko KV sangat tinggi
Trigliserida (mg/dl) <150
Kolesterol HDL (mg/dl) Lk : > 40, Pr:>50
Apo-B (mg/dl) >90

Sumber : Perkeni 2019

4. Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis)
Fokus utama pengendalian DM yang dipaparkan oleh Ditjen P2P
Kementerian Kesehatan Rl pada simposium WDD 2017 antara lain :
a) Akselerasi penemuan dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular
(PTM) melalui pos pembinaan terpadu (posbindu) PTM
b) Penguatan intervensi modifikasi perilaku berisiko PTM melalui
posbindu PTM
c) Akselerasi penemuan dini kasus berpotensi DM ke FKTP
d) Penguatan penatalaksanaan DM sesuai standar di FKTP
e) Peningkatan pemantauan keberhasilan pengobatan DM dengan
HbA1C
Selaras dengan hal tersebut di atas, maka BPJS Kesehatan mewajibkan setiap
FKTP termasuk puskesmas untuk melaksanakan Program Pengendalian

Penyakit Kronis (Prolanis).
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Prolanis juga merupakan salah satu indikator capaian kinerja berbasis
kompetensi yang menjadi dasar pembayaran kapitasi setiap bulannnya kepada
FKTP/Puskesmas dari BPJS Kesehatan dengan menilai rasio peserta prolanis
DM yang memliki gula darah terkendali.

a. Pengertian Prolanis
Kegiatan Prolanis merupakan sistem pelayanan kesehatan
menggunakan pendekatan proaktif dan dilaksanakan secara integratif dengan
melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS kesehatan dalam rangka
pemeliharaan bagi yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas
hidup yang optimal dengan biaya untuk pelayanan kesehatan secara efektif
dan efisien (BPJS Kesehatan, 2014).
b. Tujuan Prolanis
Kegiatan prolanis bertujuan untuk mendorong peserta BPJS yang
menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal
dengan indikator 75% peserta terdaftar yang melakukan kunjungan ke
fasilitas kesehatan tingkat pertama mendapatkan hasil baik pada
pemeriksaan secara spesifik sehingga dapat mencegah komplikasi penyakit
(BPJS, 2015)
c. Sasaran Prolanis
Seluruh peserta BPJS Kesehatan dengan status kepersertaan aktif yang
menderita penyakit Diabetes Melitus Tipe 2 (DM Tipe 2) (BPJS, 2015)
d. Sumber Daya Prolanis
Berdasarkan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (BPJS Kesehatan) nomor 2 tahun 2019 tentang pelaksanaan

skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan
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tertentu serta peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis

dalam program jaminan kesehatan menjelaskan bahwa pelayanan prolanis

diberikan oleh tim prolanis terpadu di FKTP yang terdiri dari dokter dan

petugas kesehatan lainnya. (BPJS, 2019)

Sumber pembiayaan kegiatan prolanis pada FKTP seperti konsultasi
kesehatan, edukasi kesehatan, honor pengelola prolanis dan kegiatan
kelompok, pada peraturan ini disebutkan berasal dari komponen kapitasi
FKTP. Sedangkan untuk pembiayaan pemeriksaan laboratorium dibiayai
melalui komponen non kapitasi. Lanjut dijelaskan bahwa pembiayaan untuk
penyediaan obat mengacu pada ketentuan pelayanan obat program rujuk
balik. (BPJS, 2019)

e. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Prolanis di Puskesmas

Pelaksanaan prolanis mencakup 6 metode, antara lain:

(1) Konsultasi medis dilaksanakan dengan cara konsultasi antara peserta
prolanis dengan petugas kesehatan dan kesepakatan jadwal konsultasi
antara peserta dengan fasilitas kesehatan pengelola (BPJS, 2015).

(2) Edukasi kelompok peserta prolanis.

Edukasi kesehatan merupakan suatu kegiatan dalam bentuk kelompok
(Klub Prolanis) yang bertujuan untuk meningkatan pengetahuan dalam
upaya memulihkan dan mencegah timbulnya kembali penyakit serta
meningkatkan derajat kesehatan bagi peserta Prolanis. Pelaksanan

kegiatan ini minimal satu kali dalam sebulan (BPJS, 2015)
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3)

(4)

Reminder melalui SMS Gateway

Reminder SMS Gateway adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk
memotivasi peserta prolanis agar melakukan kunjungan rutin ke faskes
pengelola melalui SMS pengingat jadwal konsultasi . (BPJS, 2015)
Home Visit

Home Visit adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan dengan berkunjung
ke rumah peserta prolanis untuk memberikan pendidikan kesehatan diri
dan lingkungan bagi peserta Prolanis dan keluarga peserta (BPJS, 2015).
Sasaran kegiatan home visit adalah peserta prolanis dengan kriteria;
peserta  baru terdaftar; peserta  tidak hadir terapi di
klinik/puskesmas/dokter praktek perorangan selama tiga bulan berturut-
turut; peserta dengan GDP/GDPP dibawah standar tiga bulan berturut-
turut, dan peserta pasca opname (BPJS, 2015).

Pemantauan Status Kesehatan.

Pemantauan status kesehatan adalah mengontrol riwayat pemeriksaan
kesehatan peserta Prolanis yang bertujuan untuk mencegah timbulnya
komplikasi penyakit.(BPJS, 2015)

Pemantauan status kesehatan bagi paserta prolanis dilakukan secara
berkala setiap 2 minggu sekali di Puskesmas. Kegiatan ini berupa
pengukuran tanda vital, pengukuran status gizi, pengukuran gula darah

puasa/sewaktu, serta dilakukan pengecekan HbA1c setiap 6 bulan sekali.

(6) Senam kelompok

Kegiatan senam dilaksanakan setiap dua kali sebulan di pagi hari setelah

dilakukan pengecekan tanda vital seluruh peserta. Senam akan dipimpin
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oleh instruktur dengan gerakan senam sesuai kebutuhan dan kondsisi

peserta.

B. Definisi Konsep

1.

Program pengelolaan penyakit kronis (prolanis) merupakan program
proaktif yang menjadi kebijakan dari BPJS Kesehatan yang diperuntukkan
bagi peserta BPJS yang menederita penyakit kronis, salah satunya adalah
Diabetes Mellitus Tipe 2.

Program ini mengusung beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan
tujuan meningkatkan kualitas hidup penderita dan mencegah komplikasi
lanjut dari penyakit DM tipe 2. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain
konsultasi medis, edukasi kesehatan, home visit, reminder melalui sms,
pengecekan status Kesehatan dan senam kelompok.

Parameter yang menjadi patokan terkendalinya DM tipe 2 pada peserta
prolanis adalah berdasarkan Perkeni 2019 yang terdiri atas IMT, tekanan
darah sistol dan diastole, kadar gula kapiler puasa dan 2 jam setelah

makan, kadar lipid, HbA1c dan Apo B.
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C. Kerangka Penelitian

€

-

Prolanis
untuk
pasien DM
tipe 2 di
Puskesmas
Aeng Towa
Kab.Takalar

~

N

. Konsultasi
Medis
(kehadiran 75 %,
IMT, TD, GDP
terkendali)

2. Edukasi
Kelompok
(kehadiran 75 %,
IMT, TD, GDP
Aterkendali)

3. Reminder SMS
(Kehadiran 75 %)

4. Home Visit (GDP
terkendali)

5. Pengecekan
status
kesehatan
(indikator perkeni
2019 terpenuhi)

6. Senam

Kelompok

(kehadiran 75 %,
IMT, TD, GDP
terkendali)

Sumber : Konsensus
PERKENI 2019

\

J

4 )

Kualitas hidup peserta
Prolanis dengan DM tipe 2
lebih baik dan komplikasi
lanjut dapat dicegah

. J

1. Kurangnya dukungan manajemen Puskesmas

/Faktor Penghambat :

2. Dana kegiatan yang minim

3. Kemampuan pengelola Prolanis terbatas
4. Jumlah tenaga dokter yang tidak memadai

5. Keaktifan dan kesadaran peserta masih kurang

\_
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